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Keyword: Abstract

Sustainable; This policy paper examines the urgency of strengthening regulations

Environment; related to the implementation of a Green Campus at the Palangka Raya

Policy; State Christian Institute, which currently faces serious challenges in the

Campus; form of environmental degradation and the deterioration of public

Green; spaces. The main issues identified include the loss of water absorption
areas due to land conversion into physical structures, the low
effectiveness of vegetation maintenance, and waste management that
has not yet been integrated into a circular system. Using a policy
analysis method that includes identifying the root causes through the
Urgency, Seriousness, Growth (USG) technique, this paper evaluates
various managerial obstacles hindering the creation of a sustainable
educational ecosystem. The review process was conducted by
comparing several policy alternatives, in which the issuance of a
Minister of Religious Affairs Regulation regarding green campus
guidelines was assessed as the most effective solution to provide a
binding legal framework for all State Religious Universities. This
approach was chosen because it effectively integrates physical
infrastructure  management standards with  environmental
conservation needs while fostering innovation in campus community
participation. The strategic recommendations proposed include the
development of comprehensive regulations mandating a minimum of
thirty percent green open space, the standardization of pedestrian-
friendly facilities, and the establishment of an integrated waste
management system. The implementation of this policy is projected not
only to mitigate local temperature increases on campus but also to
transform institutional governance into a more accountable, efficient,
and globally competitive system in support of achieving sustainable
development goals. Through these policy measures, the transformation
of the campus ecosystem into a healthy, shaded, and productive livable
space can be accelerated to realize environmentally conscious higher
education standards in the long term.

Kata Kunci: Abstrak

Berkelanjutan; Makalah kebijakan ini menelaah urgensi penguatan regulasi terkait
Lingkungan; implementasi Green Campus di lingkungan Institut Agama Kristen
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Kebijakan; Negeri Palangka Raya yang saat ini masih menghadapi tantangan serius
Kampus; berupa degradasi kualitas lingkungan dan ruang publik. Masalah utama
Hijau yang diidentifikasi meliputi hilangnya area resapan akibat alih fungsi

lahan menjadi bangunan fisik, rendahnya efektivitas pemeliharaan
vegetasi, serta manajemen sampah yang belum terintegrasi secara
sirkular. Dengan menggunakan metode analisis kebijakan yang
mencakup identifikasi akar masalah melalui teknik Urgency,
Seriousness, Growth, makalah ini mengevaluasi berbagai kendala
manajerial yang menghambat terciptanya ekosistem pendidikan
berkelanjutan. Proses telaah dilakukan dengan membandingkan
beberapa alternatif kebijakan, di mana penetapan Peraturan Menteri
Agama mengenai pedoman kampus hijau dinilai sebagai solusi paling
efektif untuk memberikan payung hukum yang mengikat bagi seluruh
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Pendekatan ini dipilih karena
mampu mensinergikan standar tata kelola infrastruktur fisik dengan
kebutuhan pelestarian lingkungan serta mendorong inovasi partisipasi
warga kampus. Rekomendasi strategis yang diajukan adalah
penyusunan regulasi komprehensif yang mewajibkan rasio ruang
terbuka hijau minimal tiga puluh persen, standardisasi fasilitas
pedestrian ramah pejalan kaki, serta pembentukan mekanisme
pengawasan sampah terpadu. Implementasi kebijakan ini
diproyeksikan tidak hanya mampu memitigasi kenaikan suhu lokal di
area kampus, tetapi juga mentransformasi tata kelola institusi menjadi
lebih akuntabel, efisien, dan memiliki daya saing global dalam
mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui
langkah kebijakan ini, transformasi ekosistem kampus menjadi ruang
layak huni yang sehat, teduh, dan produktif dapat diakselerasi demi
mewujudkan standar pendidikan tinggi yang berwawasan lingkungan
secara jangka panjang.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Implementasi konsep green campus di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
(PTKN), khususnya IAKN Palangka Raya, saat ini masih menghadapi tantangan serius
pada level kebijakan dan operasional (Syaputri dkk. 2023). Meskipun isu keberlanjutan
lingkungan telah menjadi perhatian global, regulasi internal kampus sering kali belum
mampu mengintegrasikan prinsip pelestarian alam ke dalam manajemen ruang fisik
secara komprehensif. Akibatnya, visi kampus hijau sering kali berhenti pada tataran
slogan tanpa adanya implementasi yang berkelanjutan.

Salah satu gejala nyata dari lemahnya kebijakan ini adalah ketidakkonsistenan dalam
agenda penanaman pohon yang dilakukan oleh pihak institusi. Agenda penanaman
sering kali dilaksanakan secara masif hanya pada momen-momen seremonial, seperti
perayaan hari besar atau penyambutan mahasiswa baru. Namun, kegiatan tersebut tidak
diikuti dengan sistem pemeliharaan yang terencana, sehingga pohon-pohon yang baru
ditanam sering kali mati karena kekeringan atau kalah bersaing dengan gulma (Parhusip
dkk. 2022).
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Fenomena ini diperparah oleh ketiadaan regulasi yang mengatur unit tanggung jawab
khusus untuk memastikan keberlangsungan hidup vegetasi tersebut. Tanpa adanya
satuan tugas atau mekanisme pengawasan yang jelas, pohon-pohon tersebut hanya
berakhir sebagai "monumen hidup" yang tidak memberikan dampak ekologis jangka
panjang bagi lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kampus
masih terjebak pada aktivitas output jangka pendek daripada outcome lingkungan yang
berkelanjutan.

Masalah yang lebih luas muncul dalam bentuk degradasi kualitas lingkungan dan ruang
publik di area kampus. Berdasarkan analisis metode USG (Urgency, Seriousness,
Growth), masalah degradasi ruang publik ini menduduki prioritas tertinggi untuk segera
diatasi karena dampaknya yang paling serius dan cepat memburuk. Area yang
seharusnya berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini mulai terabaikan
fungsinya (Ramadhani, Kailola, dan Marwah 2026).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak lahan terbuka justru tertutup beton
atau beralih fungsi menjadi area parkir liar yang tidak tertata. Hilangnya pohon-
peneduh secara otomatis meningkatkan suhu mikro di area terbuka kampus melalui efek
urban heat island. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan termal yang membuat
mahasiswa enggan melakukan aktivitas atau interaksi sosial di luar ruangan (Zikri.W
dan Syah 2023).

Selain masalah fisik, kebijakan kampus yang belum memihak pada lingkungan
berdampak pada rendahnya daya tarik mahasiswa terhadap inovasi berkelanjutan.
Ketika institusi tidak memprioritaskan keberlanjutan, energi kreatif mahasiswa
cenderung terserap sepenuhnya pada rutinitas perkuliahan yang kaku. Mahasiswa
merasa tidak ada keterkaitan antara pencapaian inovasi lingkungan dengan
keberhasilan studi akademik mereka (Rachmadian dkk. 2024).

Penyebab mendasar dari degradasi ini adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan
jumlah kendaraan pribadi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Karena
keterbatasan lahan parkir resmi, bahu jalan dan RTH sering kali dikorbankan menjadi
tempat parkir motor dan mobil. Hal ini tidak hanya merusak estetika kampus, tetapi juga
meningkatkan polusi udara dan suara yang mengganggu proses belajar mengajar
(Mubarak 2021).

Dominasi kendaraan pribadi ini dipicu oleh perencanaan jarak antar gedung yang
berjauhan tanpa didukung sistem transportasi internal yang memadai. Mahasiswa dan
staf merasa terpaksa membawa kendaraan pribadi demi efisiensi waktu perpindahan
kelas. Akibatnya, volume kendaraan membludak dan kampus menjadi "magnet" bagi
polusi karena parkir dianggap sebagai hak individu tanpa pengaturan yang ketat (Dewa
Ayu Putu Adhiya Garini Putri dan Putu Budiarnaya 2022).

Di sisi lain, pembangunan gedung baru secara masif terus dilakukan untuk mengejar
standar akreditasi terkait rasio ruang fisik per mahasiswa. Sayangnya, pembangunan ini
sering kali bersifat pragmatis dengan memilih lahan kosong atau RTH sebagai lokasi
utama demi menghindari biaya pembebasan lahan yang mahal (Koto dan Taslim 2019).
Keputusan ini sering diambil tanpa melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau
jangka panjang yang matang.

Zonasi lahan yang tidak dilindungi secara ketat membuat penetapan lokasi bangunan
baru menjadi situasional. Manajemen kampus cenderung memprioritaskan
pembangunan fisik yang memberikan manfaat operasional langsung, seperti ruang kelas
dan laboratorium, sambil mengabaikan fungsi ekologis lahan (Imas Gandasari,
Hotimah, dan Miarsyah 2021). Kecenderungan urban sprawl versi kampus ini secara
perlahan menghabiskan sisa-sisa lahan hijau yang ada.
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Masalah lingkungan juga diperparah oleh budaya membuang sampah sembarangan dari
warga kampus, termasuk mahasiswa, staf, dan pedagang kantin. Kebersihan fasilitas
publik seperti gazebo atau plaza kampus menurun karena pengelolaan sampah tidak
terintegrasi dengan baik. Hal ini sering terjadi karena adanya persepsi keliru bahwa
kebersihan adalah tanggung jawab eksklusif petugas kebersihan semata (Defriatno dan
Herdianto 2024).

Rendahnya kesadaran ini juga didorong oleh minimnya mekanisme pengawasan dan
sanksi (punishment) bagi pelanggar kebersihan. Tanpa adanya aturan operasional yang
mengikat, perilaku tidak ramah lingkungan dianggap sebagai hal yang lumrah dan tanpa
risiko. Padahal, tumpukan sampah yang tidak terkelola di TPS menimbulkan bau tidak
sedap dan sulit didaur ulang, sehingga merusak kenyamanan ruang publik
(Nursetyowati, Safrilah, dan Zahra 2024).

Secara yuridis, kondisi degradasi lingkungan ini bertentangan dengan amanat Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, alih fungsi lahan hijau menjadi gedung melanggar standar minimal 30% RTH
yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Lingkungan kampus yang panas dan kotor juga merupakan bentuk ketidakpatuhan
terhadap Peraturan Menteri Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang standar sarana
prasarana pendidikan tinggi.

Akar permasalahan dari seluruh rangkaian isu ini adalah kebijakan pembangunan yang
selalu mengorbankan lahan RTH demi ekspansi fisik bangunan. Hal ini menciptakan
siklus degradasi kualitas lingkungan dan ruang publik yang terus berlanjut. Dibutuhkan
sebuah intervensi kebijakan yang kuat untuk mengubah paradigma manajemen kampus
dari sekadar pembangunan fisik menuju tata kelola kampus yang berkelanjutan.

Selain masalah fisik, rendahnya daya tarik mahasiswa terhadap inovasi lingkungan
dipicu oleh sistem akademik yang belum memberikan nilai tambah terhadap prestasi di
bidang keberlanjutan. Mahasiswa cenderung melihat bahwa ide-ide segar mengenai
teknologi ramah lingkungan atau manajemen limbah tidak memiliki relevansi langsung
dengan transkrip nilai maupun portofolio profesional mereka. Kondisi ini menyebabkan
energi kreatif mahasiswa terkubur karena dianggap tidak memiliki nilai tambah dalam
kompetisi dunia kerja masa depan.

Dampak dari pengalihan fungsi RTH menjadi area parkir liar tidak hanya
mempersempit ruang gerak pejalan kaki, tetapi juga memicu potensi konflik antara
pejalan kaki dan pengendara. Ruang pedestrian yang seharusnya menjadi zona aman
untuk interaksi sosial antar mahasiswa kini berubah menjadi jalur yang tidak nyaman
dan berbahaya. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam menciptakan lingkungan
kampus yang berorientasi pada manusia (human-centered design) (Tjandra dan Sunjoto
2025).

Pembangunan gedung baru yang dilakukan secara masif tanpa memperhatikan daerah
resapan air telah memperparah risiko banjir lokal di area kampus. Berkurangnya
vegetasi secara drastis menyebabkan air hujan tidak terserap ke dalam tanah, melainkan
menjadi aliran permukaan yang merusak infrastruktur lain. Kebijakan pembangunan
yang hanya berfokus pada pemenuhan ruang kelas sering kali melupakan pentingnya
keseimbangan hidrologis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya instrumen regulasi yang bersifat
memaksa dan standar. Melalui regulasi ini, diharapkan IAKN Palangka Raya dan PTKN
lainnya memiliki kewajiban hukum untuk mempertahankan RTH.
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Identifikasi Masalah
1. Agenda Penanaman Pohon tidak dilanjutkan dengan pemeliharaan

Agenda penanaman pohon biasanya dilakukan secara masif pada momen-momen
tertentu (seperti hari besar atau penyambutan mahasiswa baru), namun berhenti di
situ. Tanpa adanya regulasi yang mengatur unit tanggung jawab khusus untuk
pemeliharaan, pohon-pohon tersebut hanya menjadi "monumen hidup" yang
perlahan mati karena kekeringan atau persaingan dengan gulma (Putra Desta dkk.
2026).

2. Degradasi Kualitas Lingkungan dan Ruang Publik

Area yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) justru tertutup beton atau
digunakan sebagai parkir liar yang tidak tertata. Hilangnya pohon peneduh
meningkatkan suhu di area terbuka, membuat mahasiswa enggan beraktivitas di
luar ruangan. Tidak adanya jalur pedestrian yang nyaman atau sistem pengelolaan
sampah yang terintegrasi menunjukkan bahwa keberlanjutan belum menjadi
prioritas dalam manajemen ruang (Ramadhani dkk. 2026).

3. Rendahnya daya tarik mahasiswa terhadap kampus dalam hal inovasi lingkungan
berkelanjutan

Ketika kebijakan kampus tidak memprioritaskan inovasi keberlanjutan, energi
kreatif mahasiswa terserap sepenuhnya pada rutinitas perkuliahan yang kaku.
Mahasiswa tidak melihat adanya kaitan antara prestasi inovasi lingkungan dengan
keberhasilan studi mereka. Ide-ide segar mengenai teknologi ramah lingkungan
atau manajemen limbah terkubur karena dianggap tidak memiliki nilai tambah
dalam transkrip nilai maupun portofolio profesional mereka (Rachmadian dkk.
2024).

Analisis Berdasarkan Metode USG

Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas
penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan
5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

Total
Skor

1 | Agenda Penanaman Pohon tidak dilanjutkan dengan | 5 | 3 | 4 12
pemeliharaan
2 | Degradasi kualitas lingkungan dan ruang publik 14
3 | Rendahnya daya tarik mahasiswa terhadap kampus dalam hal | 5 | 4 | 3 12
inovasi lingkungan berkelanjutan

No Masalah Utama U S G

o
o
N

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, Degradasi kualitas lingkungan dan ruang
publik menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor
tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius
dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Degradasi kualitas lingkungan dan ruang publik” dapat
diilustrasikan dalam bentuk diagram fishbone sebagai berikut:
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Pembangunan gedung
baru secara masif
mengorbankan lahan

Ketidakseimbangan antara
jumlah kendaraan pribadi
(motor/mobil) dengan
yang merupakan daerah
resapan

fasilitas parkir yang tersedia

Jarak antar gedung Lahan kosong yang berfungsi

sebagai Ruang Terbuka Hijau

yang jauh o
% (RTH) menjadi pilihan utama
- pembangunan
Kendaraan pribadi Pembangunan gedung
masih bebas parkir dilakukan tanpa melihat

dampal janglka panjang
Pembangunan gedung baru Manajemen lebih

seringkali menghabiskan lahan yang memprioritaskan

pembangunan fisik yang

semula berfungsi sebagai area Degradasi
parkir ".{ﬂemberikan manfaat langsung 5 Cualitas
i secara operasional 3
F lingkungan
Kebersihan dianggap dan ruang
sepenuhnya merupakan publik

tanggung jawab petugas kebersihan

Tempat tinggal jauh dari
lokasi membuang sampah " S

Warga kampus belum memahami dampak
atas buang sampah sembarang

Budaya membuang
sampah sembarangan dari

warga kampus

Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi problem statement pada
kebijakan ini bahwa Degradasi kualitas lingkungan dan ruang publik disebabkan
pembangunan gedung baru secara masif mengorbankan lahan yang merupakan daerah
resapan akibat lahan kosong yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
menjadi pilihan utama pembangunan.

Tujuan dan Manfaat Kajian
Tujuan Kajian:

1.  Menganalisis faktor-faktor penyebab degradasi kualitas lingkungan, berkurangnya
Ruang Terbuka Hijau, serta rendahnya efektivitas pengelolaan limbah dan mobilitas
internal di kampus.

2.  Merumuskan draf kebijakan berupa pedoman standar pembangunan infrastruktur
yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan prinsip Green Campus.

3. Memberikan rekomendasi mengenai struktur pengambilan keputusan yang lebih
responsif terhadap isu lingkungan melalui integrasi nilai keberlanjutan dalam
masterplan pembangunan fisik.

4. Merancang strategi penyediaan ruang yang layak huni, aman, dan nyaman bagi
pejalan kaki guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan warga kampus.
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Manfaat Kajian:

1.  Menjadi referensi dasar dan instrumen operasional dalam pengambilan keputusan
terkait alokasi anggaran pembangunan, penataan aset fisik, serta penyusunan
regulasi yang mengikat secara administratif terkait pelestarian lingkungan.

2.  Menciptakan iklim belajar yang lebih sehat, mengurangi efek Urban Heat Island,
serta menurunkan tingkat polusi melalui perbaikan sistem transportasi dan
manajemen limbah yang sistematis.

3. Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan ruang interaksi sosial yang
representatif dan memupuk kesadaran ekologis warga akademik untuk mengubah
perilaku menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

4. Memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai entitas pendidikan yang berwawasan
lingkungan dan mampu memberikan teladan praktis dalam pengelolaan sumber
daya yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan daya tarik dan daya saing di
tingkat nasional maupun global.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL
Kerangka Teori
1. Teori Kebijakan Publik (Model Analisis Kebijakan)

Teori ini sangat relevan untuk membedah bagaimana keputusan manajerial dan
regulasi kampus memengaruhi kualitas ruang publik. Analisis kebijakan digunakan
untuk melihat apakah kebijakan pembangunan kampus sudah mempertimbangkan
aspek lingkungan secara sistematis (Dunn 2017).

2. Teori Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Teori ini menjelaskan fungsi ekologis, sosial, dan estetika dari lahan hijau di area
perkotaan atau institusi. RTH bukan sekadar penghias, melainkan elemen vital
untuk mengendalikan iklim mikro dan menyediakan area interaksi sosial yang sehat
(Jones dkk. 2022).

3. Teori Kampus Berkelanjutan (Sustainable Campus)

Konsep ini menekankan pada integrasi antara kelestarian lingkungan, keadilan
sosial, dan kelayakan ekonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi. Teori ini sering
digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kampus mengelola limbah, energi, dan
transportasi (Velazquez dkk. 2006).

4. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori ini digunakan untuk menjelaskan rendahnya kesadaran warga kampus dalam
pengelolaan sampah. Perilaku seseorang ditentukan oleh niat, yang dipengaruhi
oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap lingkungan
(Ajzen 1991).

5. Teori Aksesibilitas dan Mobilitas Urban

Teori ini membahas tentang bagaimana dominasi kendaraan pribadi muncul akibat
kegagalan sistem transportasi dan perencanaan jalur pedestrian. Fokus utamanya
adalah pada penciptaan ruang yang ramah pejalan kaki (walkability) (Speck 2018).
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Kerangka Konseptual

1.

Konsep Green Campus (Kampus Hijau)

Konsep ini merujuk pada integrasi efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan
kenyamanan lingkungan dalam operasional perguruan tinggi untuk meminimalkan
dampak negatif terhadap ekosistem (Abakumov dan Beresten 2023).

Konsep Urban Heat Island (UHI) di Lingkungan Terpola

Konsep ini menjelaskan fenomena peningkatan suhu di area yang padat bangunan
dibandingkan area hijau sekitarnya. Hal ini sangat relevan untuk menjelaskan
dampak alih fungsi RTH menjadi gedung di lingkungan kampus (Oke dkk. 2017).

Konsep Walkability (Keterjalanan)

Konsep ini mengukur sejauh mana lingkungan kampus ramah terhadap pejalan
kaki. Poin utamanya adalah penyediaan infrastruktur yang aman, nyaman, dan
terhubung antar titik kegiatan tanpa bergantung pada kendaraan bermotor
(Southworth 2005)

Konsep Livable Space (Ruang Layak Huni)

Konsep ini menekankan bahwa ruang publik harus memiliki kualitas yang
mendukung kenyamanan fisik dan psikologis penggunanya, termasuk kebersihan,
keteduhan, dan keamanan dari polusi (Appleyard dan Appleyard 2021).

Konsep Tata Kelola Kampus (University Governance)

Konsep ini membahas bagaimana struktur pengambilan keputusan di universitas
memengaruhi pengelolaan aset fisik dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan
regulasi masterplan dan prioritas pembangunan infrastruktur (Nasution 2026).

Konsep Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Limbah

Konsep ini mendorong transformasi pengelolaan sampah di kampus dari model
"ambil-pakai-buang" menjadi sistem tertutup yang menekankan pada reduksi,
penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) secara terintegrasi (Kirchherr, Reike, dan
Hekkert 2017).

Konsep Eyes on the Street (Pengawasan Sosial)

Konsep ini menyatakan bahwa kualitas ruang publik terjaga melalui keberadaan
orang-orang di ruang tersebut yang secara alami memberikan pengawasan sosial
terhadap perilaku negatif, seperti membuang sampah sembarangan atau parkir liar
(Jia dan He 2026).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan kerangka kerja berbasis
bukti untuk membedah tantangan lingkungan dan merumuskan solusi kebijakan yang
aplikatif. Proses operasional kajian dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1.

Pengumpulan Data: Tahapan ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi kondisi
eksisting infrastruktur dan kualitas lingkungan di lokasi. Data mencakup luasan
tutupan vegetasi, titik-titik kepadatan bangunan, sistem sirkulasi transportasi
internal, serta pola perilaku warga dalam mengelola limbah. Pengumpulan data juga
melibatkan observasi lapangan langsung dan penelaahan terhadap dokumen
masterplan pembangunan fisik yang berlaku.
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2. Identifikasi Masalah: Masalah dianalisis menggunakan teknik Urgency,
Seriousness, Growth (USG) untuk memetakan derajat kepentingan dan
mendesaknya penanganan isu-isu lingkungan. Teknik ini digunakan untuk
menentukan prioritas masalah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menyasar
akar persoalan yang paling kritis bagi keberlanjutan kampus.

3. Analisis Kondisi dan Dampak: Setelah masalah dipetakan, dilakukan telaah
mengenai hubungan sebab-akibat antara kebijakan pembangunan fisik saat ini
dengan fenomena lingkungan yang terjadi, seperti peningkatan suhu lokal (Urban
Heat Island) dan penurunan kualitas ruang publik. Tahapan ini bertujuan untuk
memvalidasi bagaimana kegagalan sistem transportasi dan minimnya RTH
berpengaruh pada perilaku warga kampus.

4. Perumusan Alternatif Kebijakan: Pada tahap ini, dilakukan komparasi berbagai
model tata kelola lingkungan sebagai referensi untuk menemukan alternatif
kebijakan yang paling relevan dengan kondisi administratif perguruan tinggi. Fokus
utamanya adalah menyesuaikan prinsip ekonomi sirkular dan keterjalanan
(walkability) agar dapat diintegrasikan ke dalam regulasi formal.

5. Penyusunan Rekomendasi Strategis: Tahap akhir adalah sintesis dari seluruh
temuan menjadi bentuk dokumen kebijakan berupa usulan peraturan atau
pedoman teknis. Rekomendasi disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi
anggaran, dan keberlanjutan ekologis, yang kemudian diproyeksikan sebagai
langkah transformasi tata kelola yang mengikat secara administratif bagi seluruh
satuan kerja di bawah lingkup kementerian terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian terhadap dinamika lingkungan di IAKN Palangka Raya menunjukkan
bahwa degradasi kualitas ruang publik merupakan akumulasi dari pola pembangunan
yang bersifat sektoral dan kurang memperhatikan aspek ekologis. Ketidakseimbangan
antara penambahan luas gedung dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah
menyebabkan penurunan kualitas iklim mikro secara signifikan. Ruang terbuka di area
institusi berfungsi sebagai paru-paru yang mampu menyeimbangkan ekosistem
perkotaan, sehingga pengabaian terhadap proporsinya akan berdampak langsung pada
kenyamanan termal pengguna ruang (Rahmadyani dan Fahri 2024).

Pola pembangunan kampus saat ini masih didominasi oleh pendekatan fisik yang
cenderung mengedepankan aspek fungsional bangunan sebagai prioritas utama. Hal ini
mengakibatkan hilangnya tutupan lahan yang seharusnya berfungsi sebagai area
resapan air dan penyaring polusi alami. Alih fungsi lahan menjadi struktur kedap air
tanpa kompensasi vegetasi memicu fenomena Urban Heat Island, di mana suhu di area
kampus menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan sekitarnya yang masih
memiliki vegetasi lebat (Pamungkas dan Membala 2024).

Minimnya jalur pedestrian yang terintegrasi di lingkungan kampus semakin
memperburuk ketergantungan warga terhadap kendaraan bermotor pribadi. Kondisi
jalur pejalan kaki yang terputus-putus dan tidak memiliki peneduh alami membuat
aktivitas berjalan kaki menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Kualitas suatu ruang
publik sangat ditentukan oleh kemudahan akses bagi pejalan kaki, di mana ketersediaan
fasilitas yang memadai akan secara otomatis mereduksi penggunaan kendaraan
bermotor yang menjadi sumber utama polusi udara (Ni Komang Indra Mahayani 2024).
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Masalah pengelolaan sampah di kampus menunjukkan bahwa model operasional yang
diterapkan masih bersifat linear, yaitu "ambil-pakai-buang". Tanpa adanya sistem
pemilahan yang terintegrasi dari sumbernya, sampah menumpuk dan sering kali
menjadi beban biaya operasional bagi institusi. Sistem 3R (reduksi, penggunaan
kembali, dan daur ulang) terbukti mampu mengurangi volume limbah secara drastis
serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi pengelola sampah di lingkungan
pendidikan tinggi (Parhusip dkk. 2022).

Pengawasan sosial atau eyes on the street di kampus saat ini masih sangat lemah karena
kurangnya ruang interaksi sosial yang berkualitas. Ruang publik yang kosong dan tidak
terawat tidak mengundang kehadiran manusia, sehingga pengawasan secara informal
terhadap perilaku negatif seperti parkir liar atau vandalisme tidak berjalan optimal.
Sesuai dengan pemikiran (Jacobs t.t.) keamanan lingkungan secara alami akan terjaga
jika sebuah ruang publik mampu menarik banyak orang untuk beraktivitas secara terus-
menerus, sehingga setiap sudut area akan terpantau oleh interaksi antar sesama warga
kampus.

Ketidakselarasan antara kebijakan masterplan pembangunan dengan prinsip
keberlanjutan menciptakan kesenjangan dalam alokasi anggaran pemeliharaan aset
fisik. Infrastruktur hijau sering kali dianggap sebagai beban biaya, bukan aset strategis
yang mampu meningkatkan nilai estetika dan kualitas lingkungan jangka panjang. Tata
kelola kampus yang baik harus menempatkan aspek keberlanjutan sebagai fondasi
utama dalam setiap regulasi, sehingga setiap keputusan pembangunan selalu
mempertimbangkan dampak ekologis bagi generasi mendatang (Rachmadi 2020).

Rendahnya kesadaran warga kampus dalam menjaga lingkungan juga dipengaruhi oleh
ketiadaan norma subjektif dan fasilitas kontrol yang memadai. Warga kampus
cenderung mengikuti arus perilaku yang lazim dilakukan oleh mayoritas, meskipun
perilaku tersebut merugikan lingkungan, karena tidak adanya teguran sosial atau
penghargaan atas tindakan menjaga kebersihan. Hal ini sejalan dengan Theory of
Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen 1991), di mana niat individu untuk
bersikap ramah lingkungan sangat dipengaruhi oleh persepsi kontrol dan tekanan
norma sosial di lingkungan sekitarnya.

Kondisi kampus yang panas dan minim vegetasi peneduh memberikan dampak langsung
terhadap kenyamanan psikologis warga akademik saat beraktivitas. Ketidaknyamanan
termal ini berpotensi menurunkan produktivitas, baik bagi tenaga pendidik maupun
mahasiswa, dalam menjalani proses belajar mengajar. Ruang yang layak huni (livable
space) memerlukan standar kenyamanan fisik, termasuk keteduhan dan perlindungan
dari polusi suara, untuk memastikan kondisi mental yang stabil bagi para penghuninya
(Agreliasiwi, Sukmawati, dan Revana 2023).

Manajemen limbah yang tidak terpusat mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan
sumber daya manusia dan sarana prasarana. Setiap unit kerja cenderung mengelola
sampahnya sendiri tanpa koordinasi, sehingga pengumpulan data sampah menjadi tidak
akurat dan sulit untuk diolah menjadi kebijakan strategis. Integrasi data sampah melalui
platform digital dapat membantu manajemen untuk memetakan sumber timbulan
limbah secara akurat, yang kemudian mempermudah perumusan strategi mitigasi
limbah yang lebih efektif dan efisien (Nofriansyah dkk. 2022).

Kurangnya keterhubungan antar titik kegiatan di kampus menciptakan efisiensi ruang
yang rendah. Gedung-gedung dibangun secara terpisah tanpa koridor pedestrian yang
nyaman, sehingga memaksa warga untuk terus menggunakan kendaraan pribadi
sekalipun untuk jarak yang relatif dekat. Konsep walkability yang baik menuntut adanya
desain yang memprioritaskan mobilitas pejalan kaki sebagai penghubung utama antar
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titik kegiatan, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas di dalam area kampus (Amalia
dan Lestari 2025).

Ketidakpastian arah kebijakan lingkungan akibat pergantian pimpinan menjadi salah
satu hambatan terbesar dalam memelihara program Green Campus. Tanpa adanya
regulasi yang mengikat di level kementerian, program penghijauan hanya bersifat
insidental dan kurang memiliki kesinambungan jangka panjang. Institusi pendidikan
tinggi memerlukan kebijakan pusat sebagai payung hukum yang menjamin
keberlanjutan program ramah lingkungan di setiap perguruan tinggi negeri di bawah
naungan kementerian (Amalia dan Lestari 2025).

Dampak negatif dari alih fungsi lahan menjadi area parkir yang luas tanpa naungan
pohon menciptakan citra kampus yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan
berkelanjutan. Pemandangan beton yang dominan dan minim vegetasi menurunkan
daya tarik visual kampus bagi calon mahasiswa yang semakin kritis terhadap isu
lingkungan. Lanskap kampus adalah media promosi utama, sehingga penataan ruang
yang hijau secara otomatis akan meningkatkan prestise dan keunggulan kompetitif
sebuah perguruan tinggi di tingkat nasional (Purwanto dan Setioko 2018).

Keberadaan polusi suara dari kendaraan bermotor yang lalu lalang di dekat area ruang
kelas mengganggu konsentrasi akademik warga kampus. Tanpa adanya pembatas
vegetasi atau pengaturan jalur transportasi internal, polusi suara ini menjadi masalah
kronis yang sering terabaikan oleh pengelola. Penggunaan elemen vegetasi sebagai
peredam kebisingan alami di sekitar gedung pendidikan terbukti efektif menurunkan
tingkat stres auditori yang dialami oleh mahasiswa dan staf dalam beraktivitas (Resiana
2015).

Potensi partisipasi mahasiswa dalam upaya pelestarian lingkungan belum digali secara
optimal melalui program-program inovatif. Mahasiswa sering kali menjadi objek dari
kebijakan lingkungan, bukan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam perancangan
solusi. Pelibatan mahasiswa secara aktif dalam manajemen lingkungan kampus melalui
living laboratory dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan menumbuhkan kesadaran
ekologis yang akan terbawa hingga mereka lulus dan terjun ke masyarakat (Resiana
2015).

Sebagai kesimpulan, kajian ini menegaskan bahwa permasalahan lingkungan di IAKN
Palangka Raya bukanlah masalah teknis semata, melainkan masalah tata kelola yang
membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas. Integrasi regulasi, pembangunan
infrastruktur yang berbasis walkability, serta transformasi budaya warga melalui sistem
ekonomi sirkular menjadi langkah mutlak yang harus diambil. Tanpa adanya perubahan
paradigma tata kelola yang pro-lingkungan, institusi berisiko kehilangan relevansi
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menjawab tantangan masa depan yang
semakin kritis terkait keberlanjutan ekosistem bumi.

Pembahasan ini akan mengaitkan temuan empiris di JAKN Palangka Raya dengan
kerangka teoretis yang relevan untuk memberikan kedalaman analisis. Fenomena
peningkatan suhu lokal yang terjadi di lingkungan kampus merupakan manifestasi nyata
dari konsep Urban Heat Island (UHI). Material konstruksi bangunan yang
mendominasi kawasan kampus, seperti beton dan aspal, memiliki kapasitas termal
tinggi yang menyerap dan memerangkap radiasi matahari sepanjang hari. Menurut area
yang kehilangan tutupan vegetasinya secara drastis akan mengalami kenaikan suhu
permukaan yang signifikan karena hilangnya proses evapotranspirasi yang seharusnya
mendinginkan lingkungan sekitar secara alami (Wibisono, Miladan, dan Utomo 2023).

Dalam perspektif tata kelola, pembangunan gedung tanpa dibarengi dengan masterplan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional menunjukkan adanya kelemahan dalam
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University Governance. Keputusan pembangunan sering kali bersifat pragmatis untuk
memenuhi kebutuhan mendesak ruang kelas, tanpa mempertimbangkan daya dukung
ekologis lahan. Sesuai dengan pemikiran (Wibisono dkk. 2023) .

Masalah ketergantungan pada kendaraan bermotor berkaitan erat dengan rendahnya
walkability di lingkungan kampus. Ketiadaan jalur pejalan kaki yang terhubung secara
sistematis dan aman antar titik kegiatan memaksa warga untuk menggunakan
kendaraan pribadi, yang pada akhirnya menambah polusi udara dan kebisingan di area
akademik. Sebuah lingkungan yang ramah pejalan kaki harus dirancang dengan prinsip
keterjalanan yang tinggi, di mana kemudahan akses dan kenyamanan fisik menjadi
prioritas utama guna mengurangi dominasi kendaraan bermotor di ruang publik
(Kendall 2021).

Perilaku negatif, seperti membuang sampah sembarangan dan parkir liar, dapat
dipahami melalui teori Eyes on the Street oleh Jane Jacobs. Lingkungan kampus yang
tidak memiliki desain ruang publik yang mengundang aktivitas manusia secara
berkelanjutan cenderung menjadi area yang tidak terpantau secara informal. (Jacobs
t.t.) menegaskan bahwa pengawasan sosial yang efektif muncul secara alami dari
kehadiran orang-orang yang beraktivitas di ruang publik; oleh karena itu, menciptakan
ruang publik yang ramai dan nyaman adalah strategi utama dalam meminimalisir
perilaku yang merusak estetika dan ketertiban lingkungan kampus.

Terkait dengan pengelolaan limbah, transisi dari sistem linear "ambil-pakai-buang"
menuju ekonomi sirkular adalah langkah yang mendesak. Kampus sebagai institusi
pendidikan harus menjadi pelopor dalam mengadopsi prinsip 3R (reduksi, penggunaan
kembali, dan daur ulang) secara terintegrasi. Putri dan Hidayat (2022) menyatakan
bahwa model ekonomi sirkular tidak hanya menekan volume sampah yang dibuang ke
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga mengubah limbah menjadi sumber daya
yang memiliki nilai ekonomi, yang pada akhirnya dapat menekan biaya operasional
institusi.

Ketiadaan norma lingkungan yang kuat di kampus dapat dijelaskan melalui Theory of
Planned Behavior dari (Ajzen 1991). Niat warga kampus untuk berperilaku ramah
lingkungan, seperti memilah sampah atau berjalan kaki, sangat dipengaruhi oleh
persepsi kontrol dan tekanan norma sosial di lingkungan mereka. Jika kebijakan
institusi tidak memberikan dukungan infrastruktur yang memadai dan tidak ada
kampanye norma lingkungan yang masif, maka perilaku yang kurang peduli terhadap
kelestarian ekosistem akan terus menjadi norma yang dominan di kalangan warga
akademik.

Kenyamanan fisik dan psikologis merupakan aspek krusial dalam konsep Livable Space.
Lingkungan kampus yang panas, gersang, dan bising secara langsung menurunkan
kualitas kesejahteraan mental para mahasiswa dan staf. Ruang layak huni harus
menjamin terpenuhinya standar kenyamanan termal dan kebersihan lingkungan agar
warga kampus dapat beraktivitas dengan fokus dan produktif. Oleh karena itu, investasi
pada vegetasi peneduh bukan sekadar untuk estetika, melainkan kebutuhan dasar untuk
menjamin kualitas hidup di area kampus (Kendall 2021).

Inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya saat ini juga dipicu oleh belum optimalnya
integrasi data melalui teknologi informasi. Setiap departemen bekerja dalam silo, yang
menyulitkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Transformasi digital dalam
manajemen lingkungan merupakan kunci efisiensi, di mana data real-time mengenai
penggunaan energi dan timbulan sampah dapat digunakan oleh pimpinan sebagai dasar
dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran di masa depan
(Perwitasari dkk. 2025).
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Desain kampus yang terfragmentasi tanpa jalur pedestrian penghubung menunjukkan
kurangnya efisiensi ruang yang seharusnya mendukung interaksi sosial yang dinamis.
Desain yang memisahkan antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki adalah prinsip
dasar walkability yang tidak boleh diabaikan (Budiardjo dan Juliana 2023). Dengan
mengintegrasikan sistem transportasi internal yang manusiawi, kampus dapat
meminimalkan titik-titik kepadatan yang tidak perlu dan menciptakan ruang yang lebih
tenang bagi proses akademik.

Masalah ketidakberlanjutan program lingkungan akibat pergantian pimpinan
menunjukkan kerentanan sistem yang belum terlembaga. Kebijakan lingkungan harus
diikat melalui regulasi pusat yang kuat, seperti Peraturan Menteri Agama, agar program
Green Campus tidak terhenti ketika terjadi rotasi kepemimpinan (Nasution 2025).
Regulasi ini berfungsi sebagai jangkar administratif yang memastikan bahwa upaya
pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas strategis di tingkat Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri.

Citra institusi sangat dipengaruhi oleh kondisi lanskap lingkungannya, yang saat ini
belum merefleksikan nilai-nilai pendidikan berkelanjutan. Kampus adalah etalase nilai
pendidikan, sehingga kondisi lingkungan yang asri dan tertata akan meningkatkan daya
tarik serta kompetitif institusi tersebut. Sebaliknya, kampus yang didominasi oleh beton
akan memberikan pesan negatif mengenai komitmen institusi terhadap isu-isu krusial
seperti perubahan iklim (Junna dkk. 2025).

Polusi suara dari kendaraan yang tidak diatur merupakan gangguan auditori yang sering
peredam alami belum dimanfaatkan secara optimal di IAKN Palangka Raya. Desain
vegetasi yang tepat di sekitar ruang belajar dapat secara signifikan menurunkan tingkat
stres auditori dan meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa, menjadikannya solusi
murah namun efektif (Chairiyah 2024).

Potensi mahasiswa sebagai agen perubahan lingkungan belum dieksplorasi melalui
konsep living laboratory. Mahasiswa seharusnya tidak hanya menjadi objek, melainkan
mitra strategis dalam menjaga lingkungan kampus. Melibatkan mahasiswa dalam
manajemen proyek lingkungan kampus adalah metode edukasi terbaik untuk
menanamkan tanggung jawab ekologis yang akan mereka bawa ke masyarakat setelah
lulus nanti (Rizky dkk. 2026).

Lebih jauh, ruang terbuka hijau memiliki fungsi vital sebagai paru-paru kota yang
mendukung kesehatan ekosistem secara lebih luas. Keberadaan RTH yang luas tidak
hanya bermanfaat bagi warga kampus, tetapi juga bagi lingkungan urban di sekitarnya
(Suripto, Melatifani, dan Pratama 2019). Dengan demikian, kebijakan pelestarian RTH
di TAKN Palangka Raya merupakan kontribusi nyata institusi terhadap mitigasi
perubahan iklim di tingkat lokal.

Sebagai sintesis, pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi menuju kampus yang
hijau membutuhkan pendekatan holistik yang menyatukan regulasi, desain
infrastruktur yang manusiawi, dan partisipasi aktif seluruh warga kampus. Masalah
lingkungan yang ada saat ini merupakan tantangan tata kelola yang membutuhkan
intervensi kebijakan yang tegas untuk menjamin bahwa masa depan institusi tetap
relevan dan berkelanjutan. Transformasi ini bukan sekadar tentang membangun
gedung, melainkan tentang membangun ekosistem yang mendukung kehidupan
manusia dan alam secara harmonis.
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Analisis Kebijakan
1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini mengatur proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah
perkotaan, di mana kampus secara administratif berada. Dasar untuk
mempertahankan minimal 30% RTH dari total luas wilayah. Aturan ini
memperkuat argumen untuk menghentikan alih fungsi lahan hijau menjadi

bangunan.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Ini adalah payung hukum tertinggi (Lex Generalis) yang mewajibkan setiap instansi,
termasuk perguruan tinggi, untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum untuk menuntut
adanya dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sebelum melakukan

pembangunan gedung di kampus .

3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang

Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur
mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menegaskan bahwa
setiap pembangunan fisik (gedung baru di kampus) harus sesuai dengan rencana

tata ruang wilayah dan tidak boleh mengganggu keseimbangan ekologis.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan

Peraturan ini secara teknis menjelaskan kriteria fisik RTH, termasuk fungsi resapan
air dan fungsi sosial. Digunakan untuk mengevaluasi apakah taman atau hutan
kampus yang ada sudah memenuhi standar teknis sebagai ruang publik yang

berkualitas.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi

Dalam standar sarana dan prasarana, disebutkan bahwa perguruan tinggi wajib
menyediakan lahan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Menjadi
dasar bahwa lingkungan kampus yang degradatif (panas, polusi, kotor) adalah

bentuk pelanggaran terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata

Meskipun sering diasosiasikan dengan sekolah (SD-SMA), prinsip-prinsip dalam
peraturan ini sering diadaptasi ke dalam program UI GreenMetric atau Green
Campus di perguruan tinggi. Mendukung terciptanya kebijakan manajemen sampah

(3R) dan budaya peduli lingkungan di kalangan warga kampus.

7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019 — 2039

Setiap kampus harus tunduk pada Perda RTRW di mana kampus tersebut berdiri.
Tujuannya untk mengatur peruntukan lahan secara spesifik. Jika dalam RTRW
suatu area kampus ditetapkan sebagai kawasan lindung atau RTH, maka

pembangunan gedung di sana secara hukum dilarang.
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Limitasi Kajian

Kajian ini dibatasi pada evaluasi kebijakan dan tata kelola lingkungan fisik di lingkungan
TAKN Palangka Raya dengan fokus utama pada pemenuhan rasio Ruang Terbuka Hijau,
efektivitas sistem pedestrian, serta manajemen pengelolaan sampah terintegrasi, tanpa
melakukan pengukuran data laboratorium secara teknis terhadap kualitas udara atau
parameter polusi secara mendalam. Ruang lingkup analisis mencakup aspek kebijakan
administratif dan infrastruktur dalam konteks Green Campus, dengan batasan waktu
pada periode tahun 2026 sebagai proyeksi pengembangan strategis, sehingga temuan
dan rekomendasi yang dihasilkan bersifat spesifik bagi karakteristik institusi Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri dan tidak menggeneralisasi kondisi di luar lingkup kebijakan
kampus tersebut.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi utama dari kajian ini terletak pada perumusan kerangka kerja kebijakan yang
adaptif dan komprehensif bagi institusi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan
pembangunan fisik dengan kelestarian ekologis. Dengan menawarkan model integrasi
kebijakan yang menggabungkan prinsip Green Campus, ekonomi sirkular, dan
keterjalanan (walkability) ke dalam sistem tata kelola perguruan tinggi, kajian ini
menyediakan instrumen strategis bagi pimpinan institusi untuk melakukan
transformasi manajemen aset yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu,
rekomendasi yang dihasilkan berfungsi sebagai model percontohan bagi Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri lainnya dalam menyusun regulasi internal yang mampu
memitigasi dampak Urban Heat Island, meningkatkan kenyamanan ruang publik, serta
menumbuhkan budaya kerja yang sadar lingkungan, sehingga pada akhirnya
memperkuat citra dan daya saing institusi di tingkat nasional sebagai lembaga
pendidikan yang proaktif terhadap isu perubahan iklim.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pedoman Kampus Hijau (Green Campus)
di Lingkungan PTKN

Kebijakan ini merupakan regulasi payung (umbrella regulation) yang menetapkan
standar minimum kualitas lingkungan bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan
Negeri yang mengatur kewajiban PTKN untuk menyediakan minimal 30% Ruang
Terbuka Hijau (RTH) dari total luas lahan, kewajiban audit energi berkala, dan
integrasi kurikulum berbasis moderasi ekologi. Tujuannya menciptakan kepastian
hukum bagi pimpinan kampus untuk memprioritaskan anggaran pada aspek
pelestarian lingkungan dibandingkan sekadar pembangunan gedung fisik. Targetnya
transformasi institusional menuju kampus yang berkelanjutan secara terukur.

2. Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Standar Infrastruktur Ramah Lingkungan
dan Aksesibilitas Publik

Regulasi ini lebih teknis, mengatur bagaimana setiap pembangunan gedung baru di
lingkungan Kementerian Agama harus memenuhi kriteria tertentu sebelum anggaran
dicairkan. Keputusan ini mewajibkan setiap desain gedung baru memiliki sistem
pemanenan air hujan (rainwater harvesting), rasio luasan parkir yang terbatas
untuk mendorong penggunaan transportasi publik/pedestrian, serta penyediaan
jalur Green Spine (pedestrian berkanopi) yang menghubungkan antar gedung.
Tujuannya untuk memutus rantai dominasi kendaraan bermotor dengan
menyediakan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan terlindungi dari cuaca ekstrem.
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Targetnya adalah Penataan tata ruang kampus yang lebih manusiawi dan rendah
emisi.

3. Surat Edaran (SE) Menteri Agama tentang Program Kampus Bebas Sampah (Zero
Waste Campus)

Regulasi ini bersifat operasional dan mendesak untuk mengubah perilaku warga
kampus serta manajemen pengelolaan limbah secara cepat. Kebijakan ini
menginstruksikan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin
dan rapat dinas, kewajiban penyediaan unit pengolahan sampah mandiri di setiap
kampus, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan dan Keasrian
Lingkungan. Tujuannya untuk membangun ekosistem manajemen sampah dari hulu
ke hilir dan meningkatkan pengawasan sosial terhadap kebersihan ruang publik.
Targetnya adalah penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA dan peningkatan
kesadaran ekologis warga kampus melalui aksi nyata.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis alternatif kebijakan menurut William N. Dunn menggunakan kriteria evaluasi
yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan layak untuk
diimplementasikan. Kriteria tersebut meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan,
Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana
5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan

Peraturan Menteri Keputusan Menteri Surat Edaran (SE)
Agama (PMA) tentang p Menteri Agama
Agama (KMA) tentang
S Pedoman Kampus tentang Program
Kriteria s Standar Infrastruktur
Hijau (Green 7 Kampus Bebas
. Ramah Lingkungan dan
Conms)l Aksesibilitas Publik Sl (2o
Lingkungan PTKN Waste Campus)
1 Efektivitas 5 4 3
2 Efisiensi 4 3 5
3 Kecukupan 5 4 2
4 Pemerataan 4 3 4
5 Responsivitas 3 5 4
6 Ketepatan 5 4 5
Total Skor 25 23 23

Berdasarkan hasil skoring di atas, maka kebijakan yang paling direkomendasikan adalah
Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pedoman Kampus Hijau (Green
Campus) di Lingkungan PTKN.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa permasalahan lingkungan di IAKN
Palangka Raya merupakan isu tata kelola strategis yang menuntut intervensi kebijakan
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yang tegas dan terstruktur. Ketidakseimbangan antara ekspansi pembangunan fisik dan
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau telah menciptakan dampak negatif berupa
peningkatan suhu lokal serta degradasi kualitas ruang publik yang menghambat
kenyamanan akademik. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari
pembangunan yang bersifat pragmatis-sektoral menuju model tata kelola berkelanjutan
yang menempatkan aspek ekologis sebagai fondasi utama dalam setiap keputusan
strategis institusi.

Transformasi kebijakan melalui penetapan Peraturan Menteri Agama mengenai
pedoman kampus hijau menjadi langkah krusial untuk memberikan mandat
administratif yang mengikat bagi seluruh satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi
keagamaan. Integrasi konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, penataan
infrastruktur berbasis keterjalanan, dan penguatan fungsi ruang publik sebagai sarana
pengawasan sosial informal merupakan langkah operasional yang tidak dapat ditunda.
Dengan payung hukum yang kuat, setiap proyek pembangunan di masa depan akan
memiliki standar keberlanjutan yang baku, sehingga kesinambungan program
lingkungan tidak lagi bergantung pada diskresi personal pimpinan semata, melainkan
menjadi bagian permanen dari visi institusi.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi menuju kampus yang hijau, nyaman, dan
produktif sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan dalam mengalokasikan
sumber daya secara proporsional serta keterlibatan aktif seluruh warga kampus sebagai
agen perubahan. Kajian ini membuktikan bahwa dengan pendekatan holistik yang
menyatukan regulasi, desain infrastruktur yang manusiawi, dan budaya kerja yang sadar
lingkungan, institusi dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan
warga akademik sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Langkah strategis
ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas kehidupan di dalam kampus, tetapi juga
menjadikan institusi sebagai teladan nyata dalam mitigasi perubahan iklim bagi
masyarakat luas.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,
responsivitas dan ketepatan maka direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk
segera menyusun Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Kampus Hijau (Green
Campus) di Lingkungan PTKN. Langkah strategis ini diperlukan untuk menyediakan
instrumen penilaian dan standar baku (indikator kinerja) bagi pimpinan PTKN dalam
mengelola sumber daya kampus, mulai dari efisiensi energi, pengelolaan limbah, hingga
konservasi air sebagai mitigasi degradasi lingkungan dan ruang publik.
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